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PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam 

pengadaan Barang/Jasa telah membentuk Unit 

Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan; 

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Unit Kerja 
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Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);  

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak 

identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan.  

2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Badan Pengawas 
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Obat dan Makanan yang menjadi pusat keunggulan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 

penggunaan anggaran di Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja Negara di Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

6. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut 

Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang 

ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola 

pemilihan Penyedia. 

7. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas melaksanakan 

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau 

E-purchasing. 

8. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 

9. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

10. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat PPBJ adalah Pejabat Fungsional yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa. 
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11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan 

pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

12. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan 

barang/jasa berdasarkan kontrak. 

13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 

kembali suatu bangunan. 

15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang 

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 

16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang 

membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau 

keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 

17. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh 

PPK. 

18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

19. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Jasa Konsultansi. 

20. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam 

keadaan tertentu. 

21. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan 

oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen 

Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang 

harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 
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22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara 

PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 

pelaksana Swakelola. 

23. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Badan ini dibentuk UKPBJ. 

(2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di Biro Umum dan Sumber Daya Manusia 

pada Sekretariat Utama. 

 

Pasal 3 

(1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan 

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: 

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan 

Pengadaan Barang/Jasa; 

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau 

bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan 

fungsi di bidang layanan sistem pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik. 
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